PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUS| ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU
PENJUAL AN KAYU DI DALARN DAN KELUAR
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang - a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah pada pasal 6 ayat 1 huruf b ditetapkan bahwa
retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah
(PAD);

b. bahwa Retribusi atas Pengangkutan dan atau Penjualan Kayu di
Dalam dan Keluar berpedoman kepada Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi
Hasil Hutan, Hasii Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a
dan b periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan ;

Mengingat S Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1i di Kalimantan (Lembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan
Lembaran Negara Republik iIndonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor :
167 Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor :

4, Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republiik
indonesiaTahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4365);

5. Undang- Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4437);
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Undang-Undang Nomor © 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik

onesia Nomor 4436) ,

Peraturan Pemerintah Nomor : 92 Tahun 1999 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 59
Tahun 1998 tentang Tarf Atas Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan
Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor @ 201
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3814);

Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaren Negara Tahun 2000 Nomor : 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor :3952),
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Seiatan Nomor : 2 Ta
2000 fnpfann Retribhusi Hasil Hutan, Hagil Hutan Bukan K
dan Hasil Perkebunan.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor ! 163/KPTS-11/2003
tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan
juran Kehutanan;

Peraturan Menteri Keshutanan ! nhut-11/2005
tentang Perubahan Deraturar Meuterg Kehutanan
Nomor : P.5i/Menhut-1/2006 tentang Penggunaan Surat
Keterangan Asal Usul (SKALJ untuk pengangkutan hasil hutan
kayu yang berasal dari Hutan Hak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006
tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. QSIRAenhut-!slz
tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-il/2006
tentang Penggunaan Surat Z\.ete.rangan asal Usul (SKAU)
untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasai dari Hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-1/2006
tentang Penatausahaan Hasit Hutan yang berasal dan Hutan
Negara.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Baritc Selatan ;

Pemerintah Daerah ad a%ah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;

Bupati adalah Bupati Baritc Sel

Dinas Pendapatan adala uinas ?eﬁdap tan Kabupaten Barito Selatan;

Dinas Kehutanan adaiah Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan;

Pungutan Retribusi Daerah ”t engai :gk utan dan atau penjuaian kayu yang

d:pungut cien Pemerintah Daerah yang merupakan penerimaan jain yang sah
sebagai sumber ;MM"-M“ dasrah dalam pelaksanaan desentraiisasi,

;(ayu Eu!at adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi sortimen log atau

batang bebas cabang atau ranting- -ranting yang mempunyai ukuran diameter (& ) 30

cm keatas dan ukuran panjang 120 cm lebih;

Kayu Oiahan adalah Kayu Hasil Olahan industri baik berupa BBS atau limbah

pPrf‘baiaKan menjadi veneer, kayu iapis/ipanei/kayu gergaiian, serpih/chip, dowel dan

mouiding

Limbah Pembaiakan adalan sisa pemoaglaﬁ batang termasuk tonggak, cabang

ranting yang berasai dari biok tebangan RKT HPH/IPK/IUPHH atau limbah industn

dengan ukuran diameter (@ ) kurang dari 30 cm dan panjang 120 cm tidak termasuk

kelompok kayu indah atau kayu mewah;

Cerucuk adalah bagian dari keiompok kayu softimen khusus dengan ukuran

diameter kurang dari 20 cm dan panjang disesuaikan dengan penggunaannya;

Kas Daerah adaiah Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan;
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BAB il
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dalam Daerah dilakukan Pungutan Retribusi atas pengangkuian dan atau penjuaian
kayu yang telah dilampiri dokumen yang sah didalam dan keluar daerah;

Pungutan dimaksud ayat {1j merupakan penenmaan lain-iain yang san sebagai
sumber penerimaan daerah dalam peiaksanaan desentralisasi;

Obyek Retribusi adaiah :

a. Kayu buiat dan kayu oiahan yang akan diangkut dan atau dijuai didaiam dan
keiuar daeran berasai dari RKT HPH/iIUPHH/IPK/IPKH/Hutan Rakyat.

b. Kayu bulat yang berasal dari daerah iain yang dokumen SKSKE ieiah mali dan
mendapat penggantian dokumen FAKB dari perusahaan yang bersangkutan
sebagai dokumen lanjutan.

¢. Kayu Bulat yang akan diangkut dan atau G‘juas didatari dan keiuar daerah yang
berasal dar logpond antara yang berada di wilayah Kabupaten Banto Seiatan.

Pungatan Retribusi dikenakan harg
atau kayu olahan kepada mereka y:
kayu didalam dan keluar daeraii.
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Pasal 4

Subjek pengangkutan retribusi adalah orang atau badan yang meiakukan
pengangkutan dan atau penjualan kayu didalam dan keluar Daerah Barito Selatan.

Yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pungutan Retribusi adalah :
a. Untuk perorangan adaiah yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya.
b. Untuk badan adaiah para pengurus dan kuasanya.

BAB i
ESARNYA PUNGUTAN
Pasal 5

Tarif Pungutan Retribusi Daerah atas pengangkutan dan atau penjualan kayu bulat
dan kayu clahan di dalam dan keluar daerah ditetapkan sebagai berikut :

o T BESARNYA -
NO. QEI‘!S SA i \JI'\N TAR'F (Rp) Kl— ]
A. | KAYU BULAT
1. | Kelompok Meranti M3 6.000,-
2. | Kelompok Rimba Campuran M 3.600,-
3. | Kelompok Kayu Indah m? 10.860,-
4. | Cerucuk Btg 250,-
5. | Limbah Ton 2.500,-
B. | KAYU dari HT!/Hutan Rakyat
1. | Pinus Ton 600,-
2. | Acasia Ton 400,-
3. | Balsa Ton 300,-
4. | Gmelina Ton 400,-
5. | Karet Ton 600,-
6. | Sengon Ton ‘ 300,
C. | KAYU OLAHAN
I. | GERGAJIAN
1. | Kelompok Meranti w3 8.500,-
2. | Kelompok Rimba Campuran Mm? 8.000 -
3. | Kelompok Kayu Indah M 15.000,-
. | DOWEL
1. | Kelompek Meranti M3 11.000,-
2. | Kelompok Rimba Campuran M 8.000,-
3. | Kelompok Kayu Indah M 18.000,-
. | MOULDING
1. | Kelompok Meranti M2 11.000 -
2. | Kelompok Rimba Campuran M3 8.000,- |
3. | Kelompok Kayu Indah M 18.000,-
V. | PLYWOQD
1. | Kelompok Meranti M3 10.000,-
2. | Kelompok Rimba Campuran Mme 8.000,-
3. | Kelompok Kayu Indah M 19.000,-
V. | VENEER
1. | Kelompok Meranti e 8.500,-
2. | Kelompok Rimba Campuran M? 6.000,-
3. | Kelompok Kayu Indah M3 13.000,-

i

ang berasal dari RKT HPH/IUPHH/APKH/Hutan Rakyat di wilayah Kabupaten
ito Selatan besarnya pungutan dihitung dengan mengalikan tarif dimaksud ayat
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(1) dengan volume kayu yang skan diangkut dan atau dijual didalam dan keluar
daerzh sesuai jumiah yang tertera dalam dokumen angkutan kayu.

Bagi yang berasal dari logpond antara besamnya pungutan dihitung dengan
mengalikan 50% dari tarif dimaksud ayat (1) dengan volume kayu yang akan diangkut
dan atau dijual didalam dan keluar Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 6

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terhadap pengangkutan dan atau
penjualan kayu bulat dan atau kayu olahan didalam dan keluar daerah diterbitkan
oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) harus dilunasi sejak tanggal
penerbitan/penetapan.

Penyetoran Pungutan Retribusi Daerah yang dikenakan terhadap pengangkutan dan
atau penjuaian kayu buiat dan atau kayu oiahan didalam dan keluar daerah dimaksud
pada pasai 5 disetorkan langsung oleh subyek pungutan kepada Pejabat Penagih
Retribusi untuk disetorkan kepada Bendahara Penerima Setoran Retribusi.

RS =2 SR L EA A

Pasal 7

Bukti Pembayaran Setoran sebagaimana dimaksud pasai 6 ayat (3) sebagai dasar
untuk penerbitan dokumen angkutan kayu.

Bukti setoran atas pembayaran sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Bupati ini

disampaikan kepada :

a Dinas Kehutanan Kabupaten Baritc Selatan sebagai dasar untuk penerbitan
dokumen angkutan kayu (SKSKB).

b. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Baritc Selatan s
cek terhadap pemasukan penerimaan ke Kas Daerah.
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BAB IV
SANKS! ADMINISTRASI
Pasai 8

Dalam hal subjek Pungutan Retribusi Daerah ini tidak dapat membayar tepat waktu

set_aagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) maka dikenakan sanksi tidak diterbitkannya
dokumen angkutan kayu dan sanksi penghentian pelayanan.



BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan
Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Pungutan Retribusi Daerah Atas Pengangkutan atau
Penjualan Kayu Keluar Kabupaten Barito Seiatan dinyatakan dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.

Pasal 10
Peraturan Bupati ini muiai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 Varsi 2007

Diundangkan di Buntok
Padatanggal U liciet 2007

CABLRAT

|, KETUT WIDHIE WIRAWAN, SH, MM
Pembina Utama Muda
{IF 963

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2007 NOMOR :  ©




